
SALINAN

BUPATI SANGGAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SANGGAU,

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 
sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD);

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 
2025, dimana penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sanggau 
memasuki tahap tiga dari dari RPJPD Kabupaten 
Sanggau, keterkaitan dokumen tersebut sebagai 
dasar penyusunan RKPD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Keija 
Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau 
Tahun 2015;

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) 
sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );



4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Tahun 2015;



24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2013 - 2018;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau; dan

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 
2005-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG RENCANA 
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU 
TAHUN 2015

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sanggau dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja Kabupaten Sanggau.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Sanggau.

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sanggau.



9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 

disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

10. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan RAPBD.

14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat RAPBD adalah Draft Awal Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.

BAB II 
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;

b. Program Prioritas bidang pembangunan daerah; dan

c. Rencana kerja,pendanaan dan prakiraan maju.

(2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan 

pembiayaan pembangunan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan 

perkiraan untuk tahun direncanakan.

(3) Program prioritas bidang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang 

berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2014-2019.

(4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu 

indikatif yang besumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun 

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.



Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015 sebagaimana penjabaran dari 

RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 dengan tahapan sebagai 

berikut:

a. Persiapan penyusunan RKPD;

b. Penyusunana Rancangan Awal RKPD;

c. Penyusunana Rancangan RKPD;

d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;

e. Perumusan Rancangan Akhir; dan

f. Penetapan RKPD.

(2) RKPD pada ayat (1) harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran 

dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk Tahun 2015; dan

(3) RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015 diharapkan untuk pencapaian 

sasaran program prioritas bidang pembangunan nasional dan kebijakan 

pembangunan nasional.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015 menjadi landasan dalam penyusunan 

KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan 

perkembangan tahun berjalan.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah dan menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS untuk menyusun perubahan RAPBD Tahun 2015.

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015.

(2) Pada pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi :

a. Pengendalian kebijakan;

b. Pengendalian pelaksanaan; dan

c. Evaluasi hasil.



Pasal 7

(1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf a, untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan 

tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang 

ditetapkan dalam RPJMD dan RKP Tahun 2015.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, 

rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta indikator kinerja dan 

pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomanin dalam penyusunan 

rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 

2015.

(3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, 

dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja 

program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output dan hasil 

(outcome) yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2015.

Pasal 8

(1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2015.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN/HUKUM DAN HAM

YA BUS, 
mbina (IVI/a)
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